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Nomor 3277); 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention of The 
Elimination of All Forms Discrimination Against Women) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nom01 
29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indouesu 

bahwn manu ia mcrupnkan mahluk "'mpurna yan 
dicip kan Tuhan Yang M ha Es , mcmiliki h k dan 
k wnjiban yang , ma sebagaiman diatur dalam Und ng 
Undang D sar Republik Indonesia Tahunl 945; 

b. b hwa p embangunan daer h harus menghadirkan akses, 
parti ipasi, kontrol dan manfaat yang dapat dinik.mati 
secara adil bagi s luruh warga tanpa ada diskriminasi; 
bahwa untuk m \aksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
M nteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 teritang 
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Da\am Negeri Nomor 
15 Tahun 2008 ten tang Pedoman U mum Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah daerah 
berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan 
pembangunan responsif gender; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, hurul b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan 
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; 

• N ,AN RAHMAT T HAN YAN MAHA ESA 
BUPATI LEMBATA, 

p, NY, LEN , ,ARAAN ~N A U UTAMAAN ENDER 
DA LAM PEM AN UNAN DA I RAI l 

T NTANO 

PATI L OAT/\ 
TIIUNl~l 

PEf~ T AN l 
N MCIR 4r. 

IM 
1111r 

l<I ' I • I 

Mengingat 

M nimbnng 



Dipindai dengan CamScanner 

J 

'"' 1111111 11, I, II ' Ill ltll ·~· I I lllfl I,, ,, I 1,·11t1tr1' 

Pr"" Ill ti IHI 1:,.t,1111111r-i1 l.,·mlJ I ll...1·11 l,r f'III lrpurl• 
, •• ,.,.,, ,t,J. lr11f111w J,, 1 1 11111 I' q1J Norn 11 IHO, Turrrb lu 
L• rnlmr 111 ~1·1 wri lfrpuhlil lrnl, nu i11 'i 11 

I 1111111111ir111 1,·l111l rl ubul) rknJ 11n nd11n11 I ndun , ornnr 
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N11111or ,:! T d1un l'Jll, 1,·nt 1111 P -rnbe nt uknn nbupuu-n 
Lcrnb JI, (Lcml, irnn Nr f .publlk lndon Ill Tuhun 
0, Nomur 7' , Tnmbuhun I mbnrun N gnru R "P hlik 

Indune: , N<Jm r . 9b7J; 
I. nd nr,-Undunr N mor 23 Tah n 2 14 l en n ' 

Pcrncrintnh 11 crnh (I ernb on Ne urn publil 
Iruk n _.! io Tnhun 14 Norn r 2 ,,, Tambahan Lernbnrun 
N gnr R publik lndon • io Nomor 5587), o b airnnn 
l lnh diul h Lcr khir cl n on Undnng-lJnd n Norn r 9 
T ihun 20 I t nrung Pcrub hnn Kedua Ata Undnn - 
Undnnu N m r 23 T hun 2014 l nt n P merintahan 
Du ruh [Lemburun N ·garo RepubJik Indonesia Tahun 2015 
Nomnr 58, Tamh han Lcrnbaran Ne ru R publik 
Jnd nc iia Nomor 5 7 ; 

5. f nstruksi Pr idcn N mor Tahun 2000 Tentang Pedoman 
n "ll• nama n nd --r dalarn Pcmbangun n Nasional; 
raturnn M ntcri Dal m Ne cri Nomor 15 Tahun 2008 

t nt n P doman Umum Pclaksanaan Pengarusutamaan 
Geml r di Da r h cbagairn na telah diubah dengan 
P ratur n M nteri DaJam Ne cri Nomor 67 Tahun 2011 
t ntang P rub han Atas Peraturan Menteri DaJam Negeri 
Nomor 15 T hun 2008 tentang Pedoman Umum 
P Iaksan n Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita 
N ara R publik lndonesi Tahun 2011 Nomor 927); 

7. Peratw·an M nteri Pcmberdayaan Perempuan clan 
PerJindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan 
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran 
yang R sponsif Gender di Daerah; 

8. P raturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
P rlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang lndikator 
P mantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 
Pemberdayaan Pcrempuan dan Perlindungan Anak 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 
7 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Pem berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi 
Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Per mpuan· 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
t ntang Tata Cara Perencanaan, P ngendalian dan 
Evaluasi Pembangunan D crah, Tata Cara Evalu 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
P mbangunan .Jangka Panjan Da rah dan Rencana 

<) 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata. 
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lembata. 

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lembata sebagai 
unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Lembata dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Kabupaten Lembata. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN 
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 
DAERAH. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Pu11jnr1i Pr:rul, tl1t111 nr: rrru P ml 1 1111 111 111 

1 • n I h . h' 11 cu ra II P . rn h n I n III n , I u II d • M r. r w ra " I 1 1 u: r h • 
fun ,·n .1111 , K~q, Pcm ri111oli D:wn,h; 

Io. J..~putm rn M,·nt ri Dulnrn N ri Nnmor 1 '1~ Tuhun "lo: 
te nrunu Pr-rlnrruu r Pcluk. n nruu i P e n nr-unutnrnnnn '~ntkr 
Dulurn Pernbungururn Do ·r rh: 

JJ.P,.rnturun ,ub·rnur Nuua T·n arn Timur Nnmor 17 
T hun O t 5 t ntung Tata Cam Peluksuruum 
Penuaruautamaan Gcnd r di Lingkup Pcmcrintnh Provinui 
Nusu Ten ara Timur (Serita Dnemh Pr vinui Nuuu 
Ten nm Timur Tahun 2015 Nomor 17); 

12. Peraruran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 
2016 ten tang Pemb ntukan dan Susunan P rangkat 
Daerah Kabupatcn Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tarnbahan Lernbaran 
Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah di 
ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 
l Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 ten tang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nornor 288, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 
288); 

t t f .lflhllrl 1111(11\ ,f 111 t. I 
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du r ,h. 
7. K s etnrnun end r adalah lee moan kondi i b gi luki-Inki dun 

p rernpu n untuk memp r leh k 'sempotan dan hak·hnknya eh ai 

monusio, a zar mnrnpu berperan dan berpartisipasi dalam k giatan 

p litik, kon mi, o inl bud y , pertahanan dan kearnanan, dan 

ke arnuan dalarn menikmati ha i1 pembangunan. 
8. An lisi Gender adalah analisis untuk mengidentiftkasi isu- 

isu gender yang discbabkan adanya pcmbedaan peran serta hubungan 

sosial antara perempuan dan laki-laki. 
9. Per ncanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya 

disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan 

keadilangender,yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, 

aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan 

perempuan dan laki-Iaki. 
10. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang merespon kebutuhan, 

permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang 

tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender. 

11. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi 

perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi 

kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenaga kerjaan, bidang politik 

dan pengambilan keputusan,bidang hukum dan social budaya dan 

kekerasan. 
12. Keadilan Gender (gender equity) adalah perlakuan adil bagi perempuan 

dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan 

nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, 

kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk 

mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pernbangunan, untuk 

ikut berpartisipasi dalam rnengambil keputusan (seperti yang berkaitan 

dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam mernperoleh penguasaan 

(kontrol) terhadap sumber daya. J 
1 L "~ 

kfld ·r idur-r ,h ·1111 • :wl11.11ju1ny:1 cli nn ;mt P ' 

,1 , \'llllf! rlibungun n uk m njriru , iknn J1 nd ·r m :nJll Ii 
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disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 

./ J L 

selanjutnya 

Daerah Kabupaten Lembata yang 22. Rencana Kerja Pembangunan 

,r qnn '"' : • d1·1 ,, • ti • 111 , nrlu ti I rl11I ,. 111 m11 •ur 

f>1'r wd111111 p I I 1pr ti ,I " I 11111 mt 11111 II I 

~w -rnpu u, ii II I I<, I 11.i v 111 • d p111 fr.q11t1, d ti m pn, c: J < mhn1q~111 11 

l,l"I rnpok I crtn I ·n1•n • 111 irnnnn .nrlr: 

kju f' {, u ti h II m knnnultu I b t(!i pelnl ununn dun pr-n uk 

P :rt ~ mm It un run 1 ·nd r dnri rbug i in ... umni / l rnbugu rli lu iruh 

I. im Pen' ruk P r ·nc nuun dun Pengan mrnn R .sponuif nd r ~ ing 
. lunjutnyn dis but Tim P rigger k PPRG adnlnh tirn yan 1 :nJin 

dnri P ran kat Da r h yan mcrniliki tug dun fun ·, bidnn 

rcncnru an p rnbungunan d eruh, P rungk t daerah yang m miliki 
tu s dan Iungsi bidan pembcrdayaan perernpunn, perlindungun 

anak, Peran kat daerah yang m miliki tugas dan Iungsi bidan 

pengelolaan keuan an dan aset,dan Perangkat daerah yang mcmiliki 

tugas dan fung i bidang pengawasan penyelenggar an pemerintah 
da rah. 

16. Focal Point Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Focal 
Point PUG adaJah paratur Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai 

kemampuan untuk meJakukan pengarusutamaan gender diunit kerjanya 
masing-masing. 

17. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan 

aparatur dan akademisi yang memahami tentang analisis anggaran yang 

responsif gender. 

18. Partisipasi adaJah keikutsertaan seseorang/ kelompok baik secara fisik, 

mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan 

keputusan. 

19. Technical Assistance adalah program pelatihan dengan materi yang 

merupakan perpaduan teori dan praktek yang diberikan secara khusus 

melalui pendampingan dari para pakar dalam bidangnya. 

20. Rencana Aksi Daerah adalah Dokumen Perencanaan yang digunakan 

sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian Kesetaraan dan 

Keadilan Gender melalui pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender 

dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. 

21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata, 
selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 
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b. kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi: 

,. j 

rentan: 

Pasal 4 
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut: 

a. sebagai dasar dalarn menyusun kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan yang responsif gender dengan memperhatikan kelompok 

Bagian Ketiga 
Tujuan 

Pasal 3 
( 1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman 

bagi Pemerintah Daerah dan Kabupaten/ Kota dalam merumuskan dan 
melaksanakan penyelenggaraan pembangunan yang berperspektif gender. 

(2) Penyelengaraan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 

pembangunan. 

Bagian Kedua 
Maksud 

Pasal 2 
Pe rat uran Bupati ini dilaksanakan berdasar pada prinsip-prinsip: 

kesetaraan dan keadilan gender; 

b. non diskrimina i; 

c. responsif gender; 

d. tata pernerintahan yang baik; 

e. transparansi; dan 

f. akuntabilitas. 

BA II 
PRIN fP, TU.JUAN, MAKSUD DAN RUANO LINGKUP 

Ba · n Kcsntu 
Prinsip 

·11il muun 1 1 rrih11nu11 rl1wr ih 

l~r.:nc n S Jlt'" • Pr.nHlf' 111 Duer ih 1-'l 1) ,,., Ii in km 

ck11pnn R,·n! trn PD rdnl h dn um ·n p ·r n · nu 111 Pr: rn rk ,, Dnr r rh 

I' J) un uk p ·ri ~ (lim 11 ihun. 
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Pasal 6 
Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender 
di Daerah. 

(I) 

BAB III 
PENYELENGGARAAN 

Pasal5 
Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan 
Gender rneliputi: 

a. penj elenggaraan; 

b. komponen Pengarusutamaan Gender; 
c. kerja sama; 

d. rencana aksi daerah; 

e. peran serta pemerintah kabupaten/kota; 
f. pembinaan dan pengawasan; 

g. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan; dan 
h. pendanaan. 

Bagian K ernpat 
Ruang Lingkup 

k adilan dan k , tar an end r dalam pemb ngunan. 

J J. 

J . 

r ·rr·111p11t1n: 

1111,d,:: 

unnl dun re·• rupu 111 orb in I< ·k ·ra:m11: 
kc ul I kr lun .; 1 per imp rm; 

I tnsi Jam . itunul b m · nu; 
r rnpunn d n mnk dnl irn situ . i hen no; 

r .mpunn dnl m situ 1 i khu us; d n 
k · · l I d ,· dan puma p k JJ. a migran alon p , "(JU mi r n n on s 

Indon sin. 

m n int rnsikan str t gi p ng ru utamaan gender untuk 

menjumino or per rnpuan don laki-laki t rrna uk kelompok rentan 

m mperolch kscs, partisipa i, m rnpunyai kontrol d n memperol h 

m nfa t ang s tara dan adil s bag i bagian dari upaya mewujudkan 

l1ttlflll II in; 
krlun 11 111i ,I iu . 
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PasaJ 9 
K lembagaan P ngarusutamaan Gender terdiri dari: 

a. pokja Pengarusutamaan Gender; 

b. focal point Pengaru utarnaan G nd r; 
tim t knis; dan 

d. tim Penggerak PPRG. 

Bagian Ketiga 
Kelembagaan Pengarusutamaan Gender 

Pas I 8 
(1) Pemerintah Daerah merniliki wewcnang daJ m hal rncnyusun kebijakan, 

program, dan kegiatan pembangunan responsif g nder yang dituangkan 

dalam RPJMD, Renstra PD, dan RKPD. 

(2) Pcnyusunan kebijakan, program, dan kegi tan pembangunan responsif 

g nder sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses 

analisis gender. 

Ba zian Kedua 
Kcbijakan 

Pm 111 7 
(I) Dul r. ngkn m n , ptirnalknn p .ny ·I np r an P ·n rn u. 1 : m rm 

Gcnd r di da rah rnaku Pcm rinuih l • ·rah erniliki f '1 g un I juwul 

d Jam hal pen iatan komitmcn P ngaru utu n 1 end •r dr ri p rungka 

d er h maupun pihak t rkait 1 innya, 

(2) P nguatan komitm n · --b(_ , irnun dim: k ud pad· oyat ( J) dupa 

diwujudkan m I Jui pr duk hukum, k bijakan, progr m rnaupun 

k .giatan p rnbangunan y n r sp n. if nd ·r. 

01\IJ JV 
K M N • N P • N AJW!"UTAMAAN 

B ginn him u 
I mitm n 

1111'11 W d( I 1l11p11t I 

nun f c.nn:,n-111111 mu II i ,r·rid rr ir:I, '11m 1111 1 111111 1·1 d p11cl, 

I 
mt I) di 110~ Jin !Ii 011 nlch reran lwt IJue-r rh nru: ,,w,1111 kl t 11p:, • dr r, 

f111u1oi l n11H p -rcnc1111, n p ·ml t n,runnn d11m 1h. 

' , 11 "I n ",,II I ur 11.lfJllilfl 11111 ,11111 Id Utl p:11111 
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J ,I.. 

tarnaan 

Pasal 6 
Bupati bertanggung jawab atas peny lenggaraan Pengaru 
di D erab. 

11 

BAB Ill 
PENYELENGGARAA 

P· I 5 
Ruang lingkup Peraturan Bupati mtang P nyel en rar n Pen aru iutar 

Gender rneliputi: 

a. penyelenggaraan; 

b. komponen Pengarusutamaan Gender; 
c. kerja sama; 
d. rencana aksi daerah; 

e. peran serta pemerintah kabupaten/kota; 

f. pembinaan dan pengawasan; 

g. pemantauan dan evaluasi serta p Japoran; dan 

h. pendanaan. 

Ba ,· n Keernpat 
Ruan Lin kup 

rnbang n~ . keadiJan dan kes taraan rend r dal: 

menj minag per rnpu n d n laki-luki t ·rmo k kclor; fJIJY. r,., t: n 

memperoleh ak es, parti ip si, m ·mpun Hi l« r I do mcrnper leh 

manfaat yang s tara ds n dil . cba i b: zlan duri 1 p,Jy, m ewuju k:s 

stral.(; ,j nl ,i, gr: rr 

rnir. «n P :k :rju rm 
11. 

• n k d n P r ·rn 
7. k I r n kc rt m k,!h:ri1 II 

u k ·Ju r . 
g P .rr:m U1tn· 

I n: in d w . ' 
rn ' 1 UR Ii b n _, 

p r mpuan dan an 
duln irun ,i t 1 

· p remp n dalrim '' itu·:ikh "Ut;d n 
Jon P k rj mi runt Indon ·· iu dun 

Indon sia. 

ngint gr, ikan 

,- 
an k; 

I !lunq,a 

I r, rn1 

111 I, I 

I tr I ji I I I . 
' 
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· tim knis; dan 

d tirn P n rak PPRG. 

Pasal 
Kelernb gaan Pengaru utamaan Gender t rdiri d ri: 

. pokj Pen aru utarnaan G nd r· 

b /ocal point Pen aru utarnaan G nd r: 
' 

Bagian Keti a 
K J mbagaan Pen ru utamaan G nd r 

(1) Pemerintah D rah m miliki w w nnng dalam hal m nyusun k bij an, 

program, dan kegiatan p mb n n n r sp n if ender y ng dituangkan 

dalam RPJMD, Rcnstra PD, dan RKPD. 
(2) Penyusunan k bijakan, pro r m dan k giatan p mbangunan r , pon if 

gender sebagaimana dimaksud pad ayat (1) dilakukan m lalui pros s 
analisis gender. 

Ba i n Kcdu 
J cbij: kan 

(lJDal rn Par 17 ran tku (__ rn ngoptim lk n p my ·I en nr n Pen run 11 rnn 
end r di da rah i.. jnw b dal · mAru1 PJm rintah On nh mcmiliki 14- nu un 

am haJ p ·n 'U tu k . d d . P r ng) .. t n om1tmen P ngaru ut mo n G an r nri 
da rah m u . pun pihak t rkait lainny . 

(2) Penguatan komitmen s b aim na dirnr ks id p da Y' t ( 1) p 

diwujudkan rnel Jui pr duk hukum, k ·bijuknn, pr r m maupun 

k :> i n p mb n man an re onsif nd r. 

K AF. IV MP JNEN P·N 
A USUTAMMN < EN ER 

B;inian K f mu 
l ornitm n 

( I j dih1111 11 

ltri,1 

',., 
I I llfl 11 ti 

I 'I' I I If • 
I I \I " of, h I ' I I I Ip: 1,· 

' II tfl f ,,,, ,,· I . I 
.Ir· 'I 

I II :1 i tJ JJ,. .,,., ,, 
J 11 I , I 

r f11 J in,, I nr 111;,. ,1 Ur, (' ·r, 1:r I 
llf~ I hirJuun h •r h Ill rtfr./1 JJ1·r .. 1 ,•,: llll'I i1J11m1, dt uJ MJII p111l I 

" ,, .. , n tl I t 
n11t n IT I l WH I rnnrm J ,i IU 11: dur 

P<:rnti:1nguniln I :r h. 
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Pengarusutamaan Gender dimasing-masing Perangkat Daerah; 

Pokja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat ( l 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati. J 
' ./. 

(4} 

Bupati maupun instansi vertikaJ· 

c. menyusun program kerja s tiap tahun; 

d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang 
responsif gender 

e. menyusun rencana kerja Pokja Pengarusutamaan Gender setiap 
tahun· 

f. mertanggungjawab kepada Bupati; 

g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati; 

h. menyusun Profil Gender kabupaten; 

1. melakukan pernantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di 

masing-masing Instansi; 

J. mengusulkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran 

daerah; 

k. menyusun Draft Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah 

Pengarusutamaan Gender kabupaten; dan 

l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point 

b. 

Gender 

lie p kJ 
n aru r I Uturno· I, Lrdin· d . an: 

Daerah Yang 
rnemiJiki tu us dun fun si bid' n 

tnb ngunan 
da rah, sci ku K tun Pokjo 

rnaan nd r· 
p r I 

&kat Daer h 
P rn rd yang m rniliki u · dun fun i bidan 

ayaan pr 
Pok p mpuan dan p rlindungan anak ebag · s ekr tari 

ja ngaru. sutamaan Gend r; dan 
c. luruh Ke al 

1'uga P a P rangkat Daerah selaku anggota Pokja. 
Pokja Peng arusutamaan G ndcr s bagai bcrikut: 

a. rn mpromosikan dan memfa ilita i Pengarusutarn an Gender kepada 
masin -masing Perangkat Dacrah; 

b. melaksanakan sosialisasi dan Pengarusutamaan Gender kepada 

(3) 

P n 'UnJ.,ut Pokj 

mn 

. q 
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Pasal 12 
(1) Dala.m rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dibentuk Tim Teknis 

yang dibentuk dengan keput:usan kepala Perangkat Daerah yang merniliki 

tugas dan fungsi bi dang perencanaan pem bangunan daerah sela ku Ketua 

Pokja Pengarusutamaan Gender. 

( ) Tim Teknis sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1), beranggotakan Aparatur 

Sipil Negara dan dapat rnelibatkan tenaga ahli atau akademi i yang 

memahami analisis anggaran yang reponsif gender. 

Bagian Keenam 
Tim Teknis 

pimpinan Perangkat Daerah; 

e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, 

dan kegiatan pada unit kerja; dan 

f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat 

Dae rah. 

kepada Pengarusutamaan Gender peiaksanaan 

Daerah; 

d. melaporkan 

(3) 

(~J 

nder 

Po I Bu iun K Point p lirnu 
n 'nruou, .. ~rnunn 

ntuk rn 
dib ng0Plirna1k, Pa J J 1 

cntuk Poca/ A . an PenyeJen aroon Pc 
Daerah . 0int P n ngaru utamaan Gender rnukn 

dtrnan!'I arusut:umuan '-' anPo tan ender P da etiap Peron knt 
Ill 111 bid 000 Ya lerd,· · d · . angi tu n an pciabar d n/ atau taf yung 
Foe I ga perencana· d a Point p an an/atau program. engaru·u 
( 1), dipilih d . maan Gcnd r Sebagaimana dirnaksud pada ayat 

an dttetapk 
Poca] Point p an oleh kepala/pimpinan Perangkat Daerah. 

eng rusuta memiJik.i t maan Gender sebagaimana dirnak ud pada ayat (I) 
ugas scbagai berikut: 

a. rnernpro ik 
mosi an Pengarusutamaa:n Gender pada unit kerja; 

b. memfasilita · 51 penyusunan rcncana kerja dan penganggaran Pcrangkat 
Daerah ya . ng responsn gender; 

c. meJaksanakan pelatihan, sosiaJisasi, advokasi pengarusutamaan 
gender kepada seluruh pejabatdan staf di Iingkungan Perangkat 

I J 

r ' 

lirr1uk 111 r Pll 1 1 ,11 
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Data terpilah gender dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan 
jenis kelamin (sex- disaggregated) ba.ik berupa data kuantitatif atau data 
kuali ta tif. 

( 1) 
Pasal 15 

Bagi an Kesem bilan 
Data Terpilah dan Sistem Informasi 

Pengarusutamaan Gender 

Pasal 14 
( 1) DaJam rangka mengoptimalkan pelaksanaan strategi engarusutamaan 

Gender daJam pembangunan di daerah, maka dibutuhkan sumber daya 
manusia yang rnerniliki kepekaan, pengetahuan, responsifitas dan 
keterampilan analisis gender. 

(2) Dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsifitas dan 
keterarnpilan analisis gender maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan 

program maupun kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. 

Bagian Kedelapan 
Sumber Daya 

(3) 

k rnitrn m nd r ng 

p nj ln rr n 

J J PR 
P•lflks n:•nn r, ferru a 

~u.i p no Unluk m mnotlkn.n muiu 
Pirn · t> ru. u rn Pin n d I an G nd er, :1 r a arn pelaJ.c 
P r ncano · n rum Penguru utarn an Gender uik dnri ··1 i 
p an, p n an aran,p laknanonn erta implcm nun i n aru Utom cu. an amn, 
r· uan ender. 

rrn Pen 
p ruk PPRG seb aim n dirnaksud pada nynt( 1), t rdiri duri 

rangkat Daerah . . . · · ncanau.n Yan rncmiliki tu s clan fun si bldang pcre 
P rnbangun n d . . · d fung i . a rah, P rangkat daerah yang rnerniliki tu as an · 
b1dang p rnb d k Perangkat r ayaan perernpuan dan p rJindung n ana · 
daerah Yang rnemiliki tu gas dan f ungsi bi dang pengelolaan keuangan dan 
as t, dan Perangkct daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang 

pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. 
Tim Penggerak PPRG sebagairnana dimak ud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

(2) 

, , J 

I I. I ':n ti wu n . I , ,J f 

I Id 11 d, . ·,, 

r~ r I . I n i ,., b 
I ~fl rl I I '! I I 

fJIUlf fl 
lj 111 ,., 

I fl ••• 



Dipindai dengan Camscanner 

v , J 

na 
n k t aran P n k rja dnn 

k 

Analisi g nd r rh dap r n 
Dnerah dil kuknn ol h m m-m 

Pa al 17 

a. analisis gender (gender analysis pathway); 
b. analisis berba is masalah {prob/embased analysis); 

c. kalender musim; 

d. analisa strengths, weakness, opportunity and threat· 
e. enelisi gender model moser. 

f. model haruard; dan / atau 
g. metode enelisis lain yang scsuai, 

(1) 
Pa al 16 

Untuk m mp roleh data tentang aks s, parti ipa i kontrol dan marifaat 

P mbangunan b rda arkan gender maka dil kukan suaru analisi 

gender. 

(2) Analisis gender bagaimana dimaksud p da a t ( I) dilakukan P da 

seUap tahap baik p rencanaan, p Jnksanaan pemantauan dan e aluasi 

dari kebijakan, program dan ke · tan pembangunan. 

(3) Dalam mel kukanan alisi gender eb r imana dim ksud pada ayat ( 1) 

dapat digunakan alur k rja d nangan metod : 

Bagian Kcs puluh 
Alat Anali is 

c aim rnclakuka.n an .. 
nd rd aJ1.-1., g nd r, un uk m 

K ·t an rn ngukur ad tidnkn n k "'nder. 
n uan lebih 1 · an1ut tcntan mckanism n mpul n rn upun 

pen l laan d P a u 
ata t rpilah g nder diatur dal~ m pedoman t kni 

p dornan peJak mh •nng anaan y ng disusun olch P -ran kat Do 
merniJik· I tu a dan fungsi dibidan p mberd yuan perempuan. 

(,]) 

ai. d n 

dim11lk1, 
ernn n, rtunrn, kuridim, a p 

-Iaki mcnurut t ns: n 

ai bidn o rbr 

'Jr du m 

fJ t • ·rpfl11l1 ··I i , 
.r1rr a,u rl 

\ '1 I. lJ - 1' , I ,,, IJI r U j 
·m i11fr, r p u i1 11 ( 1 / rn 

""' '''d•· " d . ..., r:n ; n: 
p ·rcmpUt n d 

an L:!k1·luk1 d, 

fl Drtrf 1:u j r. an ' ,, u~1· f,,,, 
pen nngun·m· 

b t:rl -dllll da;, 
J nilai-nll ; 
cchutuhan ·r '- ' 

d . mpu· n clan l· 
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a. saling bertukar informasi; 

b. technical assistance; 
c. penyusunan strategi bersama; 

d. pembentukan model atau pilot project yang mengintegrasikan rsu 

gender; 

e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang 

responsif gender; 

sebagaimana 

Pasal 19 
( I) Pemerintah Daerah dapat meJakukan kerjasama dengan pihak lain dalam 

Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender. 
(2) Bentuk-bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan PUG 

dirnaksud pada ayat (1), antara Jain: 

BABV 
KERJA SAMA 

daJam Gcnd r P n rusutamaan c. m n r pkan k mpon ·n 

kcJembag an· dan 

d. pcnyediaan media k munika i, informa i don edukasi tcntang 

P ngaru utamaan G nder di lingkungan k luarga, masyarakat, 

Jembaga pendidikan dan ruang- ruang publik, crta melaporkan 

kepada pihak bcnvenang jika tcrjadi pclanggaran hak-hak gender. 

nd r; 

rn lakuk n P rcn ana n y n r sp nsif rider; 
b. m 1 kuk n pc · · k d k sctar an c ngorg ms asi n kcl mp k unru m n orang 

p d ay t ( J) dupr t diwujudkun ba 

dun medi 
knd erni: l, I -rribn '' . 

dnlurn pelnk non 
I., ma ~y11r k, 

2) 

r . J rn Jr Of.", I m 
t I 

' 1 I I I I 111 I 111 I 

I r IIH 
'1' ,, l,·,11 I I j r, I r. I ,1 I J 11,.,, ' I r 

.,.,, 'I 1 1,dr,11fJPI> 
di ,, I H l'h ·• n11 I , '1'1 ,1 

l 11 I 

r Id l t 11, , , • 
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n m 

n n 1irnµJ r tJ in 

r; <h n 

.1 rkon ib L j n, rta 

r .rnpu n 

n , i kon rol dan rn 

b. 

if 1 n er; 
n ann H 

m rn 

mm rn dim ks ud pr dr a · t ( 1) 

ht. n di dalnrn m n · un k bij k 

(2) 

n 

, er, m nyusun h 

n r, 
us 1 ... 0 

pelt k an 1011 P en rus 1 nrnann al m r~m. 
mak 

( 1 ) 

B 
A A AKSJ AE ti 

rkn: t lainn: 'n. ih [. 

,. 
' 

hi n\ 1· . I 

u ll c1 ·nt I I) d p I iluk: unn ru I 

' fl 
d: 

J I I 

m,:u t II, •• I I 

:l) 
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melakukan p ngawasan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. 
(4) Perangkat Daerah yang merniliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan 

~ per mpuan dan p rlindungan anak, meJakukan edukasi, peningkatan 
kapasitas manusia dan asistensi P ngarusutamaan Gender . 

(5) Kepala Perangkat Daerah melakukan perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian monitoring dan evaluasi PUG di Perangkat Daerah masing 
masing. 

(6) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender, meliputi: 

a. penetapan panduan tekhnis peJaksnaan Pengarusutamaan Gend r 

untuk skala kabupaten, kecamatan dan desa; 

b. penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan; dan 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksnaan Pengarusutam an Gender di 
desa dan kecamatan. 

d "rah memb rik n p domun pcnyusunan rcncana 
p r n ka t da rah d ng n dilengkapi g nder budget 

k uangan 

kerjaan 

statern nt. 

(3) P ran kat Daer h ) ang memiliki tugas dan fung i bidang pengawasan 

dan fung i bidan pengelolaan 
P ng ru u tamaen G d n r. 
Per ngk t D r h n m miliki tu (-) 

pel ksan an p rnbin on m lakuk n d r h P mb ngunan 

n 
P s I 3 

m imiliki tu as dnn fun, i bidong pcrcncon p ran kat Da r h an ( 1) 

BAB vrr 
PEM INAAN DAN P, N ,AWASAN 

Po I 

cb 1 •imruw dim ksu dulnrn n uJ l lint r d ilurn 

nn , k .. i er h PU 
uru n UJ Li. 

Rr.n 

;,·nuc r ti ti . 
JIT I I Ii 1 • 

I' t1t1 I · r> :niba11f'L1r111r1 I I en &lrtJ ' I r trl 1h 
,. r1 :, rt 1J.11n11nn ( 't• I ' 

l n1u: .\'II .,k ' .nc · 11 du,:rnh rlun 
t di rl11 r ih. , 

pr·r lllff 11111111d111, II ,1 

,J 1:,n, 
I I 1111,, ,, 

I . r w. t \ r u tu rn 
H 11 

l. I in •11 u 1 1 •1 
' l llJIJ 

J. r< n .u tt11n 
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e. permasalahan yang dihadapi; dan 

f. upaya penanganan permasalahan yang telah dilakukan. 
) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disarnpaikan kepada 

Bupati sebagai bahan laporan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur 

dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Merit ri 

Pernberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap 6 (enam) bulan. 

kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya. 
(7) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak menyusun laporan pelaksanaan PUG 

meliputi: 

a. pelaksanaan program dan kegiatan; 
b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan; 

c. sasaran kegiatan; 
d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, atau sumber 

lain; 

(6) 

(5) 

(4} 

( ' 
1-) 

I u HI ~'1 l'c r tn I • r D· l rt l • ng memiliki t u a rr·r ~mpuun, dun don fung i bidrm pernbercluvuun 
P rlindungan pduk:innnun Pe arink pemantnunn dnn vaJun· i 

n arusutam G . P _.ran k t D arrn ender di Dnernh. 
a rah m lakuk p n pernantauan dun evalua i pelaksnnuun 

n zaru utamaan G 
H 

.1 end r pada P rangkat Daerah ma ing-ma ing. 
asi p mantnuan dan evaluasi pclaks naan Pengan.Jsut.amaan Gender 
b aiman di ka irn ksud pada ayat (2), disampaikan kepada Peran t 

daerah yang iliki mpuan merru tugas dan fungsi bidang pemberdayean pere ' 
dan perlindungan anak. 
Pemanlauan dan evaiuasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 
dilakuk atau kegiatan an sebelum diadakannya penyusunan program 

tahun berikutnya. 
Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan 

· makro terhadap 
pem bangunan daerah melakukan evaluas1 secara 
pelaksanaan Pengarusutamaan Gender berdasarkan RPJMD dan R.KPD. 
Hasil evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana 
dimaksud padaayat (5), menjadi bahan masukan dalam penyusunan 

f I 

r 
N 

Ill\ VIIJ 

I.I A. J ,,ElffA p!. \f'< 
A 
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KEPALA SEKSI PENGARUSTAMMN GENDER DAN 

ANAK 

J 

PARAF 

KEPALA BIDANG PENGARUSSUTAMAAN GENDER 

DANPEMBERDAYAANPEREMPUAN 

1. KEPALA DINAS PEMBERDAYMN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK 

NO. NAMA JABATAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2021 NOMOR 

Diundangkan di Lewoleba 
pada tangga1 ;;;. NO\/t1,U.~R<f' 2021 

j SEKR~r:,:rAERAH KABUPATEN LEMBATA,( 

PASKALIS~ TAPO BALI 

Ditetapkan di Lewoleba 
pada tanggal p.. rJov(V-J.~r202 l 

jBUPATI LEMBATA, f 
~ 

j THOMAS OLA 

Peraturan Bu . . . PasaJ 26 
pan nu rnulai berlalru pada tangg I diundangkan. 

Agar setiap or ng meng tahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati inl dengan pencmp tannya daJam Serita Daerah Kabup ten Lembata. 

BABX 
PENUTUP 

. urnl r cJurin urn r. f"u.-111 t: 
Lit\ p ·I J ,l 

• :,·nd,·r J 1· t' 1110- n . 111 ku r pr lf:!r-JJ11 an l . <:rn JrinL£th , <- T ntun r nuurur urnrn u n 
, r11f ip llan d Kobuput n L<· lanju .mbutn t era: aJ duri /\ng zurun 

,,r.rtn •·umh-- clan a ru.J, dan rnitrs t k . ·• oer n I a er au den an pelnksrmnun Pl I , 
nny n 

g dan tidak mengikat. 
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,I. 

n nd r 

k arna. 

persoalan 

alah u 

J 

Berbagai bambatan dan tantangan untuk mewujudkan ke tar 
dalam pembangunan diKabupaten Lembataperlu disikapi d n an 
Dibutuhkan suaru upaya kompreh n if d n holi tik ar 

kesenjangan di Kabupaten Lcmb ta ds pat diat ·i d ng n baik. 

rnasyarakat dibanding perempuan. 
Bentuk paling terasa dari kondisi tersebut adalah adanya dikotorni peran 

yaitu peran yang besifat publik dan domestik (rumah tangga). Pembedaan 
tersebut berdampak pada keterbatasan perempuan dalarn hal akses, 

partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pro es pembagunan. OJeh karena kaum 

perempuan cenderung fokus peran bidang domestik dan reproduktif sehingga 
peran produktif dan sosial lebih didominasi oleh laki- laki, Hal inilah yang 
menjadi salah saru sebab dominan dari adanya kesenjangan antara laki-Iaki 
dan perernpuan dalam pembangunan. Dalam p rjalanannya up , 
menghapuskan kesenjangan antara Iaki-laki dan p rempuan khususny daJam 

pembangunan didaerah masih menemukan hambatan dan tantangan an 
begiru rupa. 

Pernb I L dJ""'rCJhknn UOtUk nan cnu u m n di do rah pada hak .katn cu 
il mewujudkan t tan n k hidup n yang mokmur don ejahter . Pro s dnn h. 

dari pemb -,, s b gai b ran angunan h rus mampu diras kan oleh Juruh war a 
d · · . d gan hal an crta-c1ta mewujudkan su tu ke dilan o ial. Sehubungnn n 
ter b t di kri in tif g nder yang e u maka h I ikhwal tentang nor i dan wacana is irm 

berd rnpak pada kes nj ngan dalarn p mbHngunan harus dihiJangk n. 
o· k · · · · · di t iadi p mbedaan peran is rtrrnnasi gender m rup kan uatu kondisi rrnana rJ 
( r. . did k ad 1· nis kelamin tungsi] dan posisi daiam interak i osial yon • asar an P 
laki-laki dan perempuan. Dalarn pembedaan terscbut t rjadi suatu cara 

pandang (perspektil) bahwa Iaki-laki m njadi subyek yang memiliki peran 

(fungsi} dan posisi yang lebih luas dan istimewa (privilege) dalam struktur 

I. UM M 

RAAN PEN AR UTAMAAN (JJ;;ND • R 

DA.LAM PEMBAN UNAN /\ RAH 

P•NYEL N 

,, I N, I I W\ 'j N 

/\T,1~· 

RAN flUl'ATI L MUATA 

< )M R -02 I 

T•NTM 

P,UAl 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Huruf a 

Cukup jeJas 

untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender secara komprehensif dan 
berkelanjutan. 

-~ 

"' dup: 1 Ji '1111111 
lf •rl11J '" 

" , ' ''"' uli: ruu,, t, . llt·n 'I '"' I • • lllfllflnl I< Ill • II I 
., l l"f'I f 1·11 '11111 Ill'"'",,, 

lr-r1i.1r-.a t1t11rniJ11 • 
t • ·11t1,· (P 

11111111 rt11·nr irtt<-, 11 ., « l ru 
· , It in :nrp ilu111 trnt tnd •r r·m Y 111 tlihu11p1 in 

11:11·111:11111111111 µ .1 rn raj11 1 1 Lt: LI nun ' I u chrucnu intc('r. I tl11 i 
lw!Jij,!I rn . · J1 J, I :mnna 

,111 prngrnni n, 11 '0Juntnrnin c..l in cvuluuai "'"" 
,iklw P mbunpun·, p " P r -11 • mn n d n ~ n. ·laknunCLnn inn- J uni PUC k dulum 

m ·nd p .n an., arun di Knb oron ' p n J . I JUJ Upnlen rnbutn dihurnpknn duput 
d ~ um · urnb ·r d r k if Pill di 'rtun . a p ·mb n unnn m njodi I bih • ll , 

pcmb n ng, wnbk n,mdnn adil dalom m rnb rikan manfnut 
nun b gi luruh ki l ki rn w r o di K b t Lcmb ata, baik I 1- 1 

uupun p r m n upa n 
PtJan termusuk k Jompok disabilitas, 

DaJam konr k · . · p id yuridis seba ai kebijakan tindnk I njut atas lnstrukst 
res, n Norn g dalarn 

r tahun 2000 Tentang Pengaru utamaan Gender 
Perno ngunan N . . N or 1 5 a tonal, maka Peraturan Menteri Dalam Negen om 
iahun 2008 t ta. Gender n ng Pcdoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 
di D · aerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen 

Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri 

Nornor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender di Daerah, memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk 
menyusun suatu kebijakan Pengarustumaan Gender (PUG) di daerah. Terdapat 
7 (tujuh) prasyarat yaitu kornitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya 

manusia, data terpilah, alat analisis dan partisipasi masyarakat. 
Untuk mengimplementasikan kebijakan dan mengoptimalkan upaya 

pengarusutamaan gender, maka Kabupaten Lembata perlu menyusun suatu 

,I' Peraturan Bupati tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam 

pembangunan. Peraturan Bupati tersebut akan menjadi pedoman dan strategi 
dalam pengarusutamaan gender khususnya kepada pihak terkait (stakeholder) 
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saat wakru Juang. Kemudian ju a b ai up un tuk 

mendiskusikan tawaran p rubah kaJend r dalam k gia 
masyaraka t. 

a 

tan 

gender. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan • Problem Based Analysis" adalah 

Teknik Analisis yang menggunakan p ndekatan masalah. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan Kalender Musim adalah t k.nik 

analisis yang digunakan untuk penclusuran kegiat n 

musiman tent.ang keadaan-keadaan dan p rmasalahan ng 

berulang-ulang dalam kurun waktu 
dimasyarakat. Tuju n teknik untuk met silit si 

penggalian informasi dalam memahami po] 

masyarakat, kegiatan, rnasalah- mas lah, fokus mu 

terhadap suatu tema tertentu, men k Ji p 1 p m 
waktu, sehingga dik tahui k pan at- ibuk d 

responsive gender, menyusun if 
menentukan target kinerja atas rumusan kegiatan r nspon 

d Jah 1 t anaJisi 
Yang dimak ud Gender Analisys Pathway a a a 

1 . · · end r yang 
gender y ng digunakan untuk m ngan rsis isu g 
berkembang, merumuskan tujuan menyusun kegiatan yang 

indikator capaian, dan 

r · il H 

'ukup jel 

Pa 1.5 

Cukup j J s. 
Pa al l - 

Ayat ( 1) 

Cukup j las 

Ayat (2) 

Cukup j las. 
Ayat (3) 

Huruf a 

,I I 
·11 up j ·lw . 

,.., •• , 1.J 

ukup je! 
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